
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2014
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten
Jembrana belum menjabarkan kewenangan dan tangungjawab
secara rinci terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS, maka
perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa  Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5234);

5. Undang-Undang …
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Jembrana  Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014
Nomor 608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUAPTI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf f dalam Peraturan Bupati
Jembrana Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal Kabupaten Jembrana (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 608) diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 …..…...
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Pasal 3

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
penanaman modal.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di

bidang Perencanaan Pembangunan dan penanaman modal;
b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas dan menyusun data/bahan untuk
perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

c. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan
sosialisasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta
penanaman modal di Kabupaten;

d. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

e. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan
pembangunan dan penanaman modal;

f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), KUA dan
PPAS dan penanaman modal;

g. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Bappeda
dan Penanaman Modal Kabupaten;

h. mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, Statistik,
Pengendalian Pelaporan dan Litbang, Sosial Budaya,
Sarana prasarana dan Tata wilayah, Ekonomi dan
Penanaman Modal;

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang
perencanaan;

j. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan
bidang tugas masing-masing;

k. memonitor …..…...
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k. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan
program kerja dan ketentuan yang berlaku;

l. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja,
hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
Bupati melalui Sekda sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 16 Pebruari 2015
BUPATI  JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 16 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 665




